PENGANTAR HUKUM Bloenisasi Negara Indonesia dan alat-alat
INDONESIA B Bkelengkapan Negara Indonesia.

ISy tujuan untuk mempelajar’ Tata Hukum
nesia adalah supaya mudah dimengerti
Selhagaltfungsinya untuk:
apat menyelesaikan perkara dengan baik £
mengetahui hukum yang berlaku pada saat ini =7 -Peraturan Pemerintah (PP)
(ukum +ve) ~ B5.-Keputusan Presiden (KEPRES)
-Rukum untuk mengatur 6.-Peraturan Menteri/Instruksi Mentri
-hukum bisa bejalan sendiri (.-Peraturan pelaksanaan lainnya.




———

IMBERHUKUM

SUlidEng=Undang
S enasaan atan hukum yg mengikat diadakan &

Eplttsan Hakim (Yurisprudensi) i‘@elihara oler penglaga izt

s'Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

Qitile: dijadikan dasar keputusan hakim
tdian mengenai hal yg sama




Sisten hukum adalah sekelompok
pranata’ nukumrygbersitat operatif,
presedur hukum & peraturan
Aukum

s Sistem Hukum terdiri dari :

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental
=>» Civil Law

2. Sistem Hukum Anglo Saxon
= Common Law

3. Sistem Hukum Sosialis

SAPENdapat hukum: para sarjana hukum
yIRtErmnamea

———

SEVARAH! SISTEM-HUKUM!

'SEjarah Common Law

2. CIVIL LAW




epadal travellers, salah satunya adalah
engan memaksa pemilik penginapan
~untuk memberikan pertanggungjawaban
penuh terhadap barang-barang tamunya

* Absolute Liability ini muncul di Amerika
Serikat pada tahun 1850

aithukum yang diaplikasikan kedalam
aan umum atau dgn kata lain Common
adalah hukum kebiasaan aplikatif yang

Pltusan hakim menjadi bagian dalam hukum
bagi sistem hukum Common Law, selain hukum
bentukan dari legislatif

¢ Sistem hukum Common Law mengenal jury
sebagal penentu eksekusi

e,

L Civil Law .- o

.-2/3 negarasnegara di dunia™

nnya sekagian besar:
i negara-negara di Eropa
SESistemn hukum Civil Law memprioritaskan
kodifikasi hukum tertulis daripada
putusan hakim

® Perbedaan dgn Common Law :

- Hukum pidana dalam Civil Law
menggunakan kodifikasi; sedangkan
dalam Common Law tidak




i yang mengatur susunan stuktur.

asalr pertimbangan putusan hakim Eipesoliegara & alat-alat 0
pada menggunakan putusan hakim yang figkapan negara & menepati dimana
ekuatan hukum tetap (yurisprudensi), =2 npat sepantasnya
ehingga tidak diperlukan konsistensi;
~sedangkan Commow Law lebih cenderung
menggunakan putusan hakim yang berkekuatan
hukum tetap (yurisprudensi) sbg dasar
pengambilan putusan, dalam rangka konsistensi

"‘:-t...
=Unsur Negara

ISia)(Warganegara)

’h-:-t_

M PemenntahansNegara

s

silyangiberdirifdarifmanusia yang ikut bernegara EERECHILStTaat=hegara ang berdasarkan atas hukum

legara) IStitusional~pemerintahan yang berdasarkan atas
difmaksud warganegara itu seseorang yang sudah M konsititusional (UU)
hg;;wrlasi){ﬁljat—syarat peratusan keyarganagaraarn 3 asaannegara tertinggi ada di Majelis — MPR
Ssiden sebagai penyelanggaraan pemerintahaan

bagian muka bumi tertentu yang dijadikan tempat : ertir'lggi, GloaWalIMER™ =
~Uumum bagi warga negara untuk melaksanakan = 5.-Presiden tidak bertanggungjawab pada DPR
erganisasiinegara, menjadi tempat untuk melaksanakan 6.-Menteri adalah pembantu Presiden
tugas dalam usaha mencapai tujuan - :
_terdiri dari Darat, Laut, Angaksa (udara) (.-Kekusaaan Kepala Negara (Presiden) tidak takterbatas
3.-Kekuasaan ’ , (terba )
-adanya kekuasaan legislative (perundang-undangan),
kekuasaan eksekutif (penyenggara), kekuasaan yudikati
(peradilan). 4




Imiyang mengatur tingkah laku aparatur
Jeliel/ pejabat publik dalam menjalankan

'upakan Instansi penyelengaraan
ak tertulis seperti adapt kebiasaan dari: araan ie. Presiden, BPK, MA
=masyarakat

erupakan suatu aktifitas penyelengaraan
= pemerintahan (pelaksanaan)
p:-lingkungan-lingkungan tertentu (dari MPR,

- ¢ NMerupakan kegiatan aparatur Negara
DPR,; ....sampai ...RT/RW)

untuk menyelangarakan UU atau untuk
: : menegakan UU
c.-lingkungan peradilan

Bcalah yang mendesak yang belum ada
Urannya

. : i = S |stilah Detournment De Povoir: Adalah aparatur
=lingkungan-lingkungan tertentu (dari MPR, Negara / pejabat publik dalam menghadapi
DPR, ....sampai ...RT/RW)

masalah yang belum ada peraturan secara
c.-lingkungan peradilan berlebihan

b:




PFUU dan peraturan yang ada dapat detatioerart hal yang dipidanakan, yg
anakan dengan baik { ang mempidanakan seseorang adalah
‘ Si'yg berkuasa yg dalam hal ini'adalaha
engadilan, tentunya ada alasan utk
limpahkan pidana ini dan alasan ini
= Selayaknya ada hubungan dengan suatu
keadaan, yg di dalamnya seorang oknum yg
bersangkutan bertindak kurang baik, maka
unsur hukuman sbg suatu pembalasan

_k-epentingan masyarakat

UIRPokek Hukum Pidana
StattusNormal yaitul adanya larangan atau suruhan

l _i'idi Orang yang baik dan berguna bagi masyarakat, Restraint

jekstidnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, dengan engan hukuman pidana

ittfmenjadi’akan lebih aman, Retribution ialah pembalasan = ;
terhadap pelanggaran karena telah melakukan kejahatan, z fatPidanaierhadap Kejahatan

Deterrernce berarti menjera atau mencegah sehingga baik Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma yang telah
terdakwa sebagi individual maupun orang lain yang berpotensial disebutkan dalam unsur-unsur hukum pidana diatasyang berlaku
menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, juga bagi bidang hukum lain yaitu perdata, tata negara,
melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. administrasi negara




enjajatian Belanda diflndonesiaadaidualisme dalam' perundang-
adaperaturan; hukum tersendini untuk orang-orang| Belanda dan
fopay daniadajperaturan —peraturan hukum tersendiri untuk orang
gidantorang timur asing (Cina, Arab, dan India/Pakistan), Dualisme
etheriakurdalam KUHP, termuat dalam Firman Raja Belanda Tanggal
Bruarii866 No 54 (Staatsblad 1866 No 55) mulai berlaku 01 Januari
67, sedangkan untuk orang-orang Indonesia dan Timur Asing berlaku
statu KUHP tersendiri termuat dalam Ordonnatie Tanggal 06 Mei 1872
(Staatsblad 1872 No 85) Mulai berlaku Tanggal 01 Januari 1873, pada
tahun 1881 di Belanda dibentuk KUHP baru dan bersifat nasional yang
sebagaian besar mencontoh KUHP jerman, sikap semacan ini bagi
Indonesia baru diturut dengan dibentuk KUHP baru, mulai berlaku tanggal
01 januari 1918 yang sekaligus menggantikan kedua KUHP diatas dan
berlaku bagi semua penduduk Indonesia

tikem)iyaitulketentuan-ketentuan untuk semua
kepidanalatau perbuatan yang pembuatnya dapat
enakan hukuman pidana “strafbare feiten”
IRUEA
Menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamalan
“Misdrifven’ kejahatan
Buku il
Menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamakan
“overtredjngen’”atau pelanggaran

ukum Pidana Materiel
ukumrAcara Pidana ( Hukum Pidana Formil )

Slimu Hukum Pidana
a. Kriminologi (ilmu pengetahuan tentang perbuatan kejahatan)
b. Kniminalistik (ajaran tentang pengusutan)
¢. Psikiatri Forensik & Psikologi Forensik (kejiwaan dari pelaku)
d. sosiologii Hukum Pidana (hukum pidana & gejala dalam
1ESY)

= diatur- dalam pasal 76 KUHP, disitu dikatakan,
“kecuali dalam hal putusan hakim dapat diubah,
maka orang tidak dapat dituntut sekali lagi
sebab perbuatan yang baginya telah diputuskan
oleh hakim Indonesia dengan keputusan yang
tetap




e baan (poging) Dalam
hoak Pidana’ '

munRye kata percobaan atal pogrig berarti
Liusaha mencapai suatu tujuan, yang pada
nya tidak atau belum tercapai, dalam hukum
pidanal“‘percobaan” merupakan suatu pengertian
teknik yang agak banyak segi atau aspeknya,
perbedaan dengan arti kata pada umumnya ialah,
bahwa apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal
“percobaan” maka sudah tetap, bahwa tujuan yang
dikejar adalah tidak tercapai, unsur belum tercapai

tidak ada dan maka dari itu tidak menjadi persoalan.

33

pelpenjara (pidana seumur hidup + pidana
fe (max 20thn & min 1thn))
danarkurungan (max 1thn & min Lhari)
Pidana denda
5;-Pidana tutupan
Pidana Tambahan

1-Pencabutan hak-hak tertentu

2.-Penyitaan benda tertentu

3.-Pengumuman keputusan hakim

pantu Melakukan Tindak Pidana
ueplichtigheid) :

KUHP, kemudian oleh pasal 55 ayat 1
nomor 2 disebutkan hal “membujuk
melakukan” (uitlokken) dan baru pasal 56
dicantumkan hal “membantu melakukan”
(medeplichtigheid)

i Perdata adalah” hukum'yang
getlr hubungan perorangan yang
ENikberatkan pada kepentingan
grorangan itu sendiri.




e Buku IV tentang Pembukitan Dan

Daluwarsa

T

Syeleissyaret Objektrr dalam perjanjian

Adanya objek yang dijanjikan
):-Adanya suatu sebab yang halal (tidak
ertentangan)

~ Konsekuensinya jika salah satu syarat

tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut
patal demi hukum.

Syarat SubyeKtift dalam perjanjian adalah:
epakatan daripada para pihak
Para pihak harus cakap hukum (paham

gatany/gila, dapat bertanggung jawan atas
PeEuatannya, tidak dibawah umur/perwalian,
tidak berada dalam pengampuan)
Konsekuensinya jika salah satu syarat tidak
dipenuhi, maka perjanjian tersebut bisa
dibatalkan.

gimengatur kegiatan-kegiatan manusia
gdlaim menjalankan perdagangan.

10



Segalaiketentuan yang berlaku dalam KUHPer:

erlakuyuga baglr KUHD sepanjang tidak ada hal-

alyangmenyimpang/bertentangan’” artinya

UHPEerdan KUHD saling mendukung dalam
menyelesaikan suatu masalah.

b=Ketentuan Jual beli yang seharusnya diatur.
dalam KUHD tapi ternyata jual beli tersebut
diatur dalam KUHPer

c.-Kententuan Asuransi yang seharusnya diatur
dalam KUHPer tapi ternyata Asuransi tersebut
dalam KUHD.

"-:'-t__

Yoan Komanditer (CV)
Usahardimana adal 2 pengurus

rSsere Komanditer
=PEISEre bertanggung jawab sebesar modal
yang disetor;
2.-Persero Pengurus
-pihak yang menjalankan operasional
-bertanggung jawab penuh dalam arti tidak terbatas
(unlimited liability)

aryang didirikan harus dengan akta notaris.
nsekuensinya, bila salah satu melakukan
ndak pidana, mis korupsi, maka pihak yang lain
dalam firma tersebut ikut bertanggung jawab.-
pemilik modal bertanggung jawab tanpa
terbatas (unlimited liability)

’h-:-t_

aheim hianya bertanggung jawab sebatas yang disetor
elility)

o U entang P

rgen-organ yang terdapat dalam PT:

-RUPS

(Rapat Umum Pemegang Saham)
2.-Komisaris

(Pengawas operasional jalannya perusahaan)
3.-Direksi

(Menjalankan Opersioal Perusahaan)

11



Brihsip Untuk di jual kembali, untung-rugj
itanggung sendiri.

weeksterlalu memperdulikan utang-rugi, 1a
ya mendapat komisi, bila barang yang
ak terjual bisa dikembalikan kepada
Pemegang prinsip.

12



Bualahl perjanjian antara tertanggung dengan

angoung terhadap sesuatu hal yang belum

[jedizdalam hal ini tertanggung maupun
1anggung mempunyai kewajiban yaitu:
~tertanggung (membayar premi)
-penanggung (memberikan ganti-rugi
terhadap sesuatu hal yang terjadi pada
pbarang yang diasuransikan sesuai dengan isi
perjanjian)

RIGIKUESEINGIEfnEgara
MEmpUnyal fiungsi sosial
ttenahthak ULAYAT (Yang artinya “kewenangan yang dimiliki
asyarakat hukum adat untuk memanfaatkan tempat
sekelllingnya; termasuk dldalamnya tanah untuk kelangsungan
Midlipnya s (e.g.Tanah & Suku “Dayak” dan “Badui”)

ahitUlayat ini biasanya dimiliki oleh masy adat, dimiliki secara
SBersama, tidak secara individu & dipergunakan untuk kepentingan
“Shersama, dan hak Ulayat ini diakui oleh pemerintah tanpa barus
~dikonversikan menjadi sertifikats)

4.-Tidak ada perbedaan antara lelaki atau perempuan dalam pemilikan
tanah
5.-Tanah tidak boleh diterlantarkan (tanah itu harus menghasilkan alias
produktif)

daria yang meliputi seluruh bumi, air, ruang
gkasa & kekayaan alam yang terkandung
idalamnya.

Yang menjadi dasar hukum yang mengatur
Hukum Argaria adalah:

UU No.5 Th.1960 (UUPA)

una Usaha (HGU)
pakai (HP)
ak:Guna Bangunan (HGB)
‘Hak Pengelolaan Hutan (HPH)

~ 6.-Hak Atas Air (HAA) digunakan untuk

pengelolaan pantai seperti keramba, tambak
ikan, dll.

7.-Hak Pengelolaan Lahan (HPL)

13
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i —

perhub g yang bekerja
akilain denagnitujuan untuk mendapat upah.
menjadirdasar hukum yang mengatur HKTN
aht
UMNer8 Thi 2003 Hukum & UU Pokok
tenagakerjaan
1);UUNo:2 Th 2004 Hukum & UU tentang Penyelesaian

Hubungan Industrial (hubungan buruh dengan
majikan)

-penyelesaian hubungan industri di suatu tempat yaitu:
P4D/P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan)
untuk tahun 2004.

Di tahun 2005, akan dibuat suatu Pengadilan Hubungan
Industrial

"-:'-t__

S(Sernikat Buruh Seluruh Indonesia)
SRadaninitbertujuan untuk melindungi para pekerja.
rganisasi majikan
= * APINDQO (Assosiasi Pengusaha Indonesia)
_ 3:=Rihak Pemerintah
s DISNAKER (Dinas Tenaga Kerja)
4.-Organisasi Perburuhan Sedunia
s |LO! (International Labour Organisation)

nusiaan yang layak
elindungi pihak buruh
Ukum perburuhan bersifat privat dan publik

(privat-majikan & buruh)
(publik-pihak pemerintah menetapkan PHK, uang
kompensasi, dll)

yatkepada kas negara u/ membiayai
geluaran rutin dan surplusnya
glebihan/sisa) digunakan u/ publik
“saving yang selanjutnya digunakan u/
membiayal publik investmen

14



fhesukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara
igsitViengatur

noatur kehidupan sosial ekonomi masyarakatcontoh:
endoeroeng kegiatan ekonomi & sosial-memberi
rihganan (insentif) pajak bagi investor asing yang
ginimenanamkan modalnyacontoh: pajak impor atas
parang untuk melindungi ekonomi lokal & masyarakat
agar tidak terlalu tersaing dan market lokal agar tetap
stabil

alah kaidah-kaidah' / aturan-aturan
gdipakal antara negara-negara

Kayang tidak dapat dialihkan kewajibannya
teh': pajak penghasilan

~Pajak yang dapat dialihkan
-"Contoh: pajak mobil (jika mobil tersebut dijual

maka pajak tersebut akan pindah pada pemilik
barunya)

—

Jianinternational

Stiatlrkerje sama atau kesepakatan yang dilakukan
hengsa-bangsa ataul antara negara-negara

£Bj|ateral (Dua Negara)
=iinlateral (Tiga Negara)
= Gi-\Multilateral’ (Banyak Negara)
(@m):=Kebiasaan International
-adalah kebiasaan yang dapat menjari sumber hukum

-kebiasaan: suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-
ulang, terus menerus dalam kurun waktu tertentu yang
dilakukan oleh bangsa-bangsa.

(iin)--PrinsipiHukum Umum
(iv).-Yurisprudentie & Doktrin Para Pakar International

60
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nternational Organisation

mpilitindakan-tindakan yg diperlukani spt penangkapan &
21,

umptlkan bahan-bahan bukti yg diperoleh dari penyidikan
Enaran guna dilimpahkan kpd hakim & membawa terdakawa ke
anphakim
Hekim memberi keputusan tentang terbukti atau tidaknya
- perbuatan yg dituduhkan kpd terdakawa & menjatuhkan pidana
atau tindakan tata tertib.

s -Upaya hkm u/ melawan keputusan tsb
s/ -Melaksanakan keputusan ttg pidanan & tindakan tata tertib

__'ana-Hkm Acara Pid termasuk ke dim
km Pid Formal & Hkm Publik

IBIEncar & menemukan kebenaran
] nlerian keputusan o/ hakim
elaksanaan Putusan Hakim

—

16



an utama Hkm Acara Pid adl mencari
ndapatkan kebenaran materiil

vanrakhirnya adl mencapal ketertiban,
tentraman, kedamaian, keadilan &
“kesejahteraan di masy

e Penasehat Hkm

BASES:Asas Hukum Acara Pidanas..

15 enAalltas

; ORBIUIIAS

Keselmpangal.
IIIPHOLI 01/ 310Cent
BPembatasan. Penahanan
SsGanti Rugli& Rehabilitas
Pergaanungan Perkara Pidana & Tuntutan Ganti Rugi
Sas Unikas)
=Asas Djierensiasi Fungsional
=Asas Prinsip. Korainasi
-Asas Peradjlan Cepat, Sederhana, Efisien
-Pengadjlan terbuka u/ umum
-Equality Before the Law
=Tersangka beriak mendapat bantuan hkim
-Pemeriksaan fiirs langsung dan scr lisan

fupakan Hkm Perdata Materiil

17



Pengguoat =
Jlergugat =

~ o 5 -Saksi-Saksi + Ahli =
® 6.-Pengunjung Sidang =

sengketa TUN: sengketa yg timbul dim
pidang TUN di pusat/ daerah sbg akibat
dikeluarkan nya KTUN termasuk sengketa
kepegawaian sesuai dgn UU yg berlaku.

Alat Bukti DIm HIR DIm RBg
Bukti Tertulis Ps 165 & 167 Ps 285 ~ 305
Kesaksian 139~ 172 306 ~309
Persangkaan 173 310
Pengakuan 174 ~176 311 ~ 313
| Sumpah 155 ~158 182 ~ 185, 314
Pengetahuan | -krn hakim berperan aktif, maka majelis
Hakim hakimlah yg menentukan apa yg hrs

dibuktikan dan siapa pihak yg hrs dibebani
pembuktian lebih dulu.
-Beban Pembuktian itu dititikberatkan pd pihak
yg paling sedikit dirugikan bila dia diberi
beban pembuktian.

Uisampal keluar keputusan pengadilan &
enunda pelaksanaan KTUN yg digugat)

Sas keaktifan hakim

& d.-asas putusan mempunyai kekuatan “erga
omnes” (keputusan yg mengikat para pihak) tp
krn sengketa TUN = sengketa publik, maka juga
berlaku bagi siapa saja.

18



Mtdkberwenang dim hal'yg di'sengketakan it
rKans

Waktliperang, bahaya bencana alam
Efmach);

dimrkeadaan mendesak u/ kepentingan
Umum:berdasarkan per-UU-an yg berlaku;
~C.-gugatan diajukan dim tenggang waktu 90 hari
sejak KTUN di terima/ di umumkan;
d.-gugatan tdk menunda/ mengahalangi
pelaksaan KTUN yg di gugat.

FEterangan Ahli
€terangan Saksi
engakuan Para Pihak

s Pengetahuan Hakim
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